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Perbedaan Agama dan HAM

• Konsep HAM menekankan pada "hak", sebaliknya agama pada 
dasarnya memberi tekanan pada  "kewajiban". 

• Agama mendorong dan memotivasi setiap pemeluknya untuk
menunaikan kewajiban. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban
terhadap Tuhan, diri sendiri, keluarga, dan sesama manusia, 
bahkan terhadap sesama makhluk.

• Kewajiban yang diperintahkan oleh agama pada prinsipnya adalah
"kewajiban untuk membayar hak" terhadap si empunya hak, yang 
bisa jadi Tuhan, diri sendiri, orang lain, negara atau masyarakat. 



Perbedaan Agama dan HAM

• Pendekatan agama bertujuan untuk menegakkan hak melalui penyadaran
dari dalam (concientization), suatu pendekatan yang memang khas
agama. 

• Sementara pendekatan HAM lebih kepada pemenuhan hak asasi manusia
melalui "pressure" dari luar, baik secara sosial, politik, hukum, bahkan
militer. 

• Di samping itu, basis legitimasi dari pendekatan agama adalah
ketakwaan terhadap Tuhan, sedang basis pendekatan HAM adalah daya
paksa dari negara. Oleh sebab itu, pengabaian atau pelanggaran hak
dalam perspektif agama sanksinya adalah hukuman ukhrawi, sedangkan
pelanggaran HAM sanksinya berupa hukuman duniawi.



Universalitas versus Relativitas

• Bagi negara-negara Barat, HAM haruslah berlaku secara mutlak
dan universal sebab HAM itu secara hakiki melekat pada manusia
karena ia “manusia”. 

• Namun, negara-negara berkembang, termasuk negara-negara 
Islam, memunculkan prinsip “relativisme kultural” dalam
penerapan HAM, mengingat antara negara yang satu dan negara 
yang lain mempunyai perbedaan dalam budaya, adat kebiasaan, 
hukum, kepercayaan agama, pandangan politik, kebangsaan dan 
sebagainya.



Mewujudkan Keseimbangan

Menyadari kondisi keagamaan seperti di atas, ada tiga
prinsip keseimbangan yang perlu dipedomani agar 
perlindungan dan penegakan HAM itu dapat berjalan
secara efektif. 

• Pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

• Kedua, keseimbangan antara hak individu dan hak
komunal secara keseluruhan. 

• Ketiga, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung
jawab.



DUHAM PBB

• Semua bangsa yang bergabung dengan PBB telah menerima dengan
baik konsep DUHAM adalah sebuah realitas. Akan tetapi, butir-
butir yang tercantum dalam deklarasi tersebut tetap terbuka
untuk penafsiran. 

• Pasal-pasal yang dinilai tidak sejalan dengan nilai agama atau
budaya setempat tentu menimbulkan penafsiran beragam. 

• Selain itu, gencarnya kritik kepada dunia Barat yang melakukan
politik hypocricy (standar ganda atau munafik) dalam
mengevaluasi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 
dunia ketiga.



DUHAM PBB

• DUHAM dinilai sangat berorientasi pada perspektif Barat sekuler
yang bersifat antroposentris, yakni lebih menekankan pada 
peranan manusia: kebebasan dan haknya. 

• DUHAM dinilai kurang mengadopsi perspektif agama yang 
teosentris, yakni menekankan peranan Tuhan dalam menentukan
HAM. 

• Perbedaan perspektif inilah yang sering menimbulkan kesulitan
dalam implementasi HAM.



Deklarasi Kairo (1990)

• Deklarasi Kairo adl kesepakatan negara-negara anggota The 
Organization of The Islamic Conference (Organisasi Konferensi
Islam,  disingkat OKI) pada 5 Agustus 1990 (14 Muharram 1411 H) 

• Deklarasi Kairo identik dengan Piagam Afrika mengenai hak-hak
rakyat atau dengan Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi
Manusia dan Kebebasan Dasar, yakni sama-sama sebagai
pedoman regional mengenai hak asasi manusia.

• Identik juga dg Deklarasi Bangkok yang disampaikan oleh negara-
negara Asia dalam rangka menghadapi Konferensi HAM di Viena. 
Deklarasi tsb secara tegas mengungkapkan adanya perbedaan visi
antara Barat dan negara-negara Asia dalam hal penerapan HAM.



Deklarasi Kairo (1990)

• Dilihat dari kandungan isinya,  Sama halnya dengan DUHAM, 
Deklarasi Kairo juga berisi tiga prinsip pokok hak asasi manusia, 
yakni pertama, kelompok hak sipil dan politik;  kedua,  kelompok
hak-hak ekonomi; sosial, dan budaya; dan ketiga, kelompok hak-
hak humaniter.

• Kelompok hak-hak sipil dan politik dalam Deklarasi ini tercantum
dalam pasal-pasal 1 sampai 6, dan pasal 8, 11, 12, 18 sampai 23. 
Hak-hak sipil dan politik mengandung dua prinsip pokok, yakni
prinsip non-diskriminasi atau kesetaraan manusia serta prinsip
kesetaraan perempuan dan laki-laki. 



Deklarasi Kairo (1990)

• Deklarasi mengakui secara tegas bahwa semua manusia itu sama, yang 
membedakan di antara manusia hanyalah derajat taqwa, kesalehan dan amal
baiknya. Tidak ada perbedaan di antara manusia lantaran perbedaan ras, etnis, 
suku, bahasa, budaya, bangsa, dan agama. 

• Perhatikan pasal 1: “Semua umat manusia merupakan satu keluarga yang para 
anggotanya dipersatukan oleh ketaatan kepada Allah dan bahwa mereka adalah
keturunan Adam as. 

• Semua manusia adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan 
kewajiban serta tanggung jawab dasar mereka. 

• Tidak ada diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan
agama, ideologi politik, status sosial, atau pertimbangan lainnya. 

• Semua umat manusia adalah hamba Allah dan yang paling dicintai-Nya adalah
orang yang paling berguna bagi sesamanya, dan yang paling baik di antara
manusia adalah yang paling baik taqwa dan amal salehnya.” 



Deklarasi Kairo (1990)

• Konsekuensi lain dari prinsip non-diskriminasi itu adalah pengakuan
terhadap prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah
publik (luar rumah tangga), maupun dalam ranah domestik (rumah
tangga). 

• Deklarasi memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan 
laki-laki untuk beraktivitas di ruang publik. Artinya, tidak tertutup
kemungkinan bagi perempuan untuk menduduki posisi jabatan-jabatan
publik, seperti menteri, anggota parlemen, dan presiden. 

• Ketentuan ini jelas merupakan suatu kemajuan mengingat persoalan
kesetaraan laki-laki dan perempuan masih merupakan kontroversi di 
kalangan umat Islam.



Deklarasi Kairo (1990)

• Kelompok Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tercantum dalam
pasal-pasal 7, 9 sampai 11, dan 13 sampai 18. 

• Hak-hak dimaksud mencakup hak atas pangan, hak atas pekerjaan, 
larangan terhadap praktek monopoli dan riba, hak mendapatkan
kehidupan yang layak, hak atas pemilikan harta benda, kebebasan
mendirikan serikat buruh, hak atas kesehatan, hak atas
perumahan, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas
pendidikan, dan hak untuk menikmati hasil produksi ilmu, sastra, 
seni, dan teknik. 



Deklarasi Kairo (1990)

• Kelompok Hak-Hak Humaniter terbaca dalam pasal 3 sebagai berikut. 
“Dalam hal konflik bersenjata tidak diperkenankan untuk membunuh
orang-orang tidak bisa melawan, seperti orang-orang tua, perempuan, 
dan anak-anak. Orang yang terluka dan sakit berhak mendapatkan
perawatan medis dan tawanan perang berhak mendapat makanan, 
naungan, dan pakaian. Dilarang merusak organ tubuh yang sudah mati. 
Merupakan kewajiban untuk mempertukarkan tawanan perang dan 
mengatur kunjungan keluarga yang terpisah karena perang. Demikian
juga dilarang menebang pohon, merusak tumbuh-tumbuhan, binatang
ternak, dan  membumihanguskan gedung-gedung sipil serta instalasi
pihak lawan.”  



Hak Untuk Hidup

• Menurut Al-Qur’an, nyawa seseorang itu adalah fitrah atau suci. 
“Kamu jangan membunuh jiwa yang telah dimuliakan Allah, 
kecuali dengan sesuatu ebab yang adil.” – Al-Qur’an surat 17, ayat
33 “Barangsiapa membunuh seseorang – selain karena membunuh
orang lain atau karena membuat kekacauan di atas bumi – ia
seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia; 

• Barang siapa memberikan kehidupan kepada satu jiwa, ia seakan-
akan telah menghidupkan seluruh manusia.” – Al-Qur’an,5:32[9]

https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%E2%80%99an
https://id.wikipedia.org/wiki/Fitrah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Kairo_tentang_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Islam#cite_note-9


Hak Untuk Memperoleh Keadilan

• Menegakkan keadilan adalah salah satu tugas utama dalam Islam 
dan ini pula yang harus menjadi tanggungjawab negara, khususnya
negara anggota OKI yang mayoritas penduduknya adalah Muslim
dalam badan-badan pemerintahan dan kebijakan publik. “Hai 
orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah, sebagai
saksi dalam keadilan dan jangan sampai rasa permusuhan suatu
golongan terhadap kamu menjadikan kamu bertindak tidak adil. 
Selalu bertindak adil, karena hal itu lebih dekat kepada taqwa. 
Dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
tentang apa yang mereka lakukan” – Al-Qur’an surat 5, ayat 8[10]

https://id.wikipedia.org/wiki/OKI
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Taqwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Kairo_tentang_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Islam#cite_note-10


Hak Persamaan

• Al-Qur’an hanya mengenal satu kriteria yang menjadikan
seseorang lebih tinggi derajatnya, yaitu dengan
ketaqwaan. Perbedaan atas dasar etnis, ras, bangsa, dan 
negara tidak relevan. “Hai manusia! Telah kami ciptakan
kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan 
telah Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling 
bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui dan Maha Sadar.” – Al-Qur’an surat 49, ayat
13[11]

https://id.wikipedia.org/wiki/Al-Qur%E2%80%99an
https://id.wikipedia.org/wiki/Taqwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Etnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Ras
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Kairo_tentang_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Islam#cite_note-11


Hak dan Kewajiban Kepatuhan Atas Hukum

• Manusia harus mengikuti apa yang sesuai dengan hukum
dan menjauhi apa yang telah dilarang dalam hukum. 

• Hal ini kemudian menjadi acuan bagi negara-negara OKI
untuk menjalankan azas rule of law terhadap seluruh
warga negara, baik rakyat biasa maupun pejabat negara. 
“… dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan 
ketaqwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam
dosa dan permusuhan.” – Al-Qur’an surat 5, ayat 2[12]

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/OKI
https://id.wikipedia.org/wiki/Dosa
https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Kairo_tentang_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Islam#cite_note-12


Hak Memperoleh Kebebasan dan Perlindungan

• Hal ini menjadi acuan bagi negara-negara OKI untuk menjamin
kebebasan bagi rakyatnya, tanpa terkecuali, khususnya dalam kebebasan
beragama, karena tidak ada kekuasaan yang bisa memaksa ataupun
memperbudak orang lain atas dasar apapun (Al-Qur’an  3:79) 

• Begitupun dalam hal keyakinan beragama, rakyat harus dibebaskan, 
bahkan termasuk dibebaskan dalam memilih pembimbing spiritual. 
“Tidak boleh ada paksaan dalam hal agama. Sesungguhnya itu telah
nyata bedanya dari yang tidak benar…” (Al-Qur’an, 2:256) 

• Konsekuensi langsung dari kebebasan beragama adalah negara harus
menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada setiap
pemeluk agama. (Al-Qur’an, 6:108 dan 5:48)[13]

https://id.wikipedia.org/wiki/OKI
https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Kairo_tentang_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Islam#cite_note-13


Hak Kebebasan Sipil

Hak Berbicara dan Menyatakan Kebenaran

• Keberanian untuk mengungkapkan pendapat dan kebenaran dalam Islam adalah
sebuah pembuktian dalam keimanan, oleh karena itu demokrasi yang menjami
kebebasan seseorang untuk berbicara dan berpendapat selayaknya selaras
dengan Islam. (Al-Qur’an, 4:135)[14]

Hak Mendapatkan Kehormatan

• Menurut Al-Qur’an, perlindungan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang
sebagai anggota masyarakat merupakan prioritas utama dalam nilai-nilai sosial
yang harus dijaga oleh seluruh warga negara, terutama para penyelenggara
pemerintahan harus bersedia dan membuka peluang bagi warga negara yang 
ingin maju dan menaikan derajat dalam hidupnya. (Al-Qur’an, 33:60 -61, 49:1, 
dan 49:12)[15]

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Kairo_tentang_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Islam#cite_note-14
https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Kairo_tentang_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Islam#cite_note-15


Hak Dalam Ekonomi dan Hak Milik

• Setiap orang Islam berkewajiban memperoleh
pendapatan dan penghasilan secara legal, juga 
memberikan sumbangan dana umum yang disediakan
bagi orang-orang yang membutuhkan secara ekonomi. 

• Setiap orang Islam harus mendapat kesempatan kerja
dan mendapat imbalan yang adil atas pekerjaan yang 
dilakukannya itu. (Al-Qur’an, 51:19, 76:58, 2:188, 46:19, 
39:70, 7: 32, 53: 39)[16]

https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Kairo_tentang_Hak_Asasi_Manusia_dalam_Islam#cite_note-16


Landasan Teologis

• Manusia diciptakan oleh Allah Yang Maha Pencipta
sebagai manusia yang bermartabat dan 
dimuliakan (al-Isra‘, 17:70). 

• Semua manusia sama, apapun warna kulitnya, 
bahasa, ras, agama dan jenis kelaminnya, harus
dihargai dan dihormati, sampai-sampai
malaikatpun harus menghormatinya (al-Baqarah, 
34, al-A‘raf, 11, dan al-Hujurat, 13). 



Landasan Teologis

• Umat Islam sebagai umat terbaik (Ali Imran, 110) yang telah memberikan
kepada umat manusia suatu peradaban universal dan seimbang dimana
keselarasan ditetapkan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta pengetahuan
dipadukan dengan kepercayaan.

• Umat Islam seharusnya berperan membimbing umat manusia yang resah akibat
berbagai pengaruh ideologi yang saling berkompetisi dan selanjutnya
memberikan solusi terhadap berbagai masalah kronis akibat peradaban yang 
materialistik.

• Umat Islam harus melindungi umat manusia dari berbagai bentuk eksploitasi dan 
penganiayaan serta untuk memperkokoh kebebasan dan haknya atas kehidupan
yang bermartabat berlandaskan Syariat Islam. Umat manusia yang telah
mencapai suatu jenjang kemajuan materialistik dalam ilmu pengetahuan masih
dan akan tetap sangat membutuhkan iman guna mendukung peradabannya.



Landasan Teologis

Piagam Madinah

• Dibandingkan dengan Barat, masyarakat Islam lebih dulu mengenal dan 
mempraktekkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara. Piagam Madinah sarat akan penghargaan terhadap hak-hak
komunitas lain, seperti komunitas Yahudi, Kristen, dan kelompok
musyrik. 

Khutbah Haji Wada’

• Di samping itu, ajaran untuk menghormati hak-hak manusia lain sangat
tegas terbaca dalam khotbah Rasul pada Haji Wada‘ sbb:“belumlah
sempurna keislaman seseorang jika dalam kehidupannya tidak
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, baik
laki-laki dan perempuan”.



Landasan Teologis

• Ajaran Nabi Muhammad saw mengenai penghormatan terhadap
hak-hak asasi manusia kemudian dirumuskan oleh para ulama 
dengan nama Al-Kulliyat Al-Khams (lima prinsip universal). 

• Al-Kulliyat al-Khams terdiri dari lima prinsip: 

1. hifz al-din, 

2. hifzi al-nafs wal ‘irdl, 

3. hifz al-‘aql,  

4. hifz al-nasl dan 

5. hifz al-mal.



Perbedaan DUHAM dan Deklarasi Kairo

Isu kebebasan manusia
• Dalam DUHAM bercorak individualistik dan kurang menekankan

pentingnya solidaritas dan kebutuhan orang banyak.

• Sebaliknya, Deklarasi Kairo amat mementingkan solidaritas dan 
kepentingan orang banyak mengingat ajaran Islam walaupun
sangat menjunjung tinggi kebebasan pribadi, namun tetap
memberi keutamaan kepada hak-hak orang banyak. 

• Dengan perkataan lain, Islam sangat menghargai pengorbanan
pribadi demi kebaikan dan kebutuhan masyarakat. 



Perbedaan DUHAM dan Deklarasi Kairo

Isu perempuan
Ajaran Islam terkait hak dan kedudukan perempuan sebagaimana dipraktekkan di 
banyak negara Islam cenderung membatasi ruang gerak perempuan. Misalnya:

1.Perempuan diharuskan menutup kepalanya dan berbusana yang menutupi
seluruh tubuhnya, 

2. Sunat dan menikah dalam usia dini

3. Menerima poligami

4. diwajibkan melakukan tugas domestik di rumah tangga, 

5. dibatasi hak-haknya dalam kehidupan keluarga, terutama berkaitan dengan
hak-hak reproduksinya (hamil, melahirkan, KB dan hak2 seksual) 

6. dibatasi hak-hak politiknya.



Perbedaan DUHAM dan Deklarasi Kairo

Isu pernikahan
• Dalam DUHAM dinyatakan bahwa setiap individu (lak-laki dan 

perempuan) memiliki hak dan kebebasan untuk menikah dengan
pilihannya masing-masing. 

• Pasal ini tentu saja menimbulkan problem bagi kalangan Islam. 

• Islam tidak membolehkan perempuan muslimah menikah dengan
laki-laki non-Muslim. .Deklarasi Kairo yang disusun berdasarkan
syariat Islam tidak mencantumkan kebebasan tersebut.



Perbedaan DUHAM dan Deklarasi Kairo

Isu berpindah agama
• Perbedaan penting lagi adalah mengenai hak dan kebebasan untuk

berganti agama. DUHAM secara tegas mengakui hak setiap orang untuk
berganti agama, sedangkan Deklarasi Kairo tidak mengakui hak
demikian. Kebebasan setiap orang untuk berganti agama jelas
berbenturan dengan ketentuan dalam ajaran Islam. 

• Perlu dinyatakan di sini bahwa bagi masyarakat tradisional di Timur 
Tengah, seperti halnya di dunia Barat sebelum masa pencerahan, agama 
selalu identik dengan identitas sosial budaya dan loyalitas politik. 
Dengan demikian, jika seseorang berganti agama berarti dengan
sendirinya ia telah mengubah loyalitas sosial politik budaya dari suatu
kelompok ke kelompok lain yang sering dianggap sebagai musuh. 



Isu hukum jinayah atau hudud

Penerapan hukum jinayah dalam komunitas Islam dimungkinkan atas dasar
pemahaman terhadap sejumlah ayat, seperti:

1. an-Nisa, 4:15 dan an-Nur, 24:2  tentang hukuman bagi pelaku zina;  

2. an-Nur, 24:4  tentang hukuman bagi pelaku penuduh zina (qadzaf);  

3. al-Maidah, 5:38 tentang hukuman bagi pencuri; 

4. al-Maidah, 5:33  tentang pemberontakan dan perampokan; dan 

5. al-Maidah, 5:90  tentang hukuman bagi peminum khamar (minuman
keras);  

6. al-Maidah, 5:45 dan al-Baqarah, 2: 178 tentang hukuman bagi pelaku
pembunuhan dan penganiayaan.



Hambatan Implementasi HAM   

• Pertama, adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu, terutama
yang memiliki wewenang dan kekuasaan, untuk tidak mampu mengekang
diri dan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya; 

• Kedua, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
tentang HAM, terutama di kalangan penegak hukum dan penguasa
sehingga suatu tindakan pelanggaran HAM oleh pelakunya dianggap
sebagai perbuatan yang biasa saja karena sudah sering dilakukan dan 
tidak ada yang berani menegurnya; 

• Ketiga, masih kentalnya budaya ewuh pakewuh (segan menolak perintah
dari atasan atau penguasa) yang membuka peluang terjadinya
pelanggaran; dan 

• Keempat, fakta bahwa penegakan hukum (law enforcement) di negeri 
ini masih sangat lemah dan seringkali pula bersifat diskriminatif.



Kesimpulan

• Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegakkan ajaran La ilaha
illallah (tiada tuhan selain Allah), yakni suatu keyakinan atau aqidah
yang secara transendental menegasikan segala ketaatan dan kepatuhan
kepada selain Allah. 

• Islam datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap
sesamanya dan dari pemujaan terhadap segala bentuk kekuatan alam
untuk selanjutnya memproklamirkan kebebasan manusia dari segala
bentuk perbudakan dengan alasan status sosial, ras, etnis, warna kulit, 
jenis kelamin, dan agama. 

• Tiada sesuatupun yang dapat membatasi kebebasan manusia kecuali
Allah (as-Syuura‘, 42:21). Keyakinan semacam ini jelas memberikan
landasan yang kuat bagi penegakan HAM dan perwujudan masyarakat
yang demokratis. 



Apa yang harus dilakukan?

• Upaya peningkatan kualitas
manusia;

• Upaya rekonstruksi budaya;

• Upaya reformasi peraturan dan 
kebijakan publik yang 
diskriminatif;

• Upaya reinterpretasi ajaran
agama.




